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PUTUSAN
Nomor 0088/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan

dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Januari 1987,
agama Islam, pekerjaan Jasa Konsturksi, Pendidikan
S1, tempat kediaman di Jalan HB. Yassin (Belakang
Diller Kawasaki) Nomor 15 Kelurahan Limba B
Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 3 Juli 1975, agama
Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan Kota
Gorontalo, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan
KancilDurian (Perumahan Tomulabutao Blok C Nomor
357) Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Dungingi,

Kota Gorontalo sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2018
telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Gorontalo, dengan Nomor 0088/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 17 Januari
2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 10 September 2014, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo sebagaimana
Kutipan Akta Nikah Nomor : 0187/006/1X/2014 tanggal 10 September 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum
dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat
tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

5. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2016 Penggugat pernah mengajukan
gugatan perceraian dengan register perkara nomor : 0852/Pdt.G /
2016/PA.Gtlo, namun gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat dengan
harapan Tergugat akan berubabh;

6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama Tergugat
kembali melakukan hal yang tersebut pada point 4 gugatan ini, bahkan
Tergugat juga tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat dirumah
orangtua Penggugat karena Tergugat lebih nyaman tinggal sendiri;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi,
puncaknya pada bulan Juli tahun 2017, dimana Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sendiri dengan
alamat sebagaimana tersebut di atas selama 6 bulan hingga sekarang.
Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi
hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada
suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
Subsidair :
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan  bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah  Nomor
0187/006/1X/2014, tanggal 10 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sesuai dengan aslinya

dan bermeterai cukup (P);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat mengajukan pula 2 (dua)
orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah
sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada keinginannya

untuk bercerai dengan Tergugat;
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Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut

harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/
Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya
Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh
karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya,

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa,
berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah
terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172
HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Saksi 1 dan Saksi 2
Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan belum

dikaruniai anak;
2. Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sering dilanda pertengkaran dan telah berakibat pada
berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2017 atau
kurang lebih selama 8 bulan, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus
dan sudah sulit untuk dirukunkan

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan
pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Figh Sunnah Juz I
halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang
artinya “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau
karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi
diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak
mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak satu ba'in sughra
kepada istrinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
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atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan

hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’lkuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara
resmi dan patut, maka perkara ini diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149
ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan
segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang
berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 15 Februari
2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1439 Hijriyah,
dengan Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.
Medang, M.H dan Khairiah Ahmad, S.H.I, M.H sebagai Hakim-Hakim
Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga

dalam sidang terbuka wuntuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim
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Anggota dan Drs. Suharlis Hulawa sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri

Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Dra. Hj. Medang, M.H Drs. Mohammad H. Daud, M.H
Hakim Anggota,

Khairiah Ahmad, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Suharlis Hulawa

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK . Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 255.000,00
4. Biaya Redaksi © Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai © Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).
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